BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DUPATI BUTON
NOMOR 22 TAHLIN 2016

TENTANG

EEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGED SERTA TATA

Menimbang

Mengingat

3.

KERJA LDINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupsaten Buton Nemor 6  Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Redudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi scrta tata
kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Buton;

Pasal 18 Ayat (p) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I di Suawesi
{Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republix Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 leniang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemertintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438.),

4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan

&

dosen.

. Undang-Undang Nomor 12 Tshun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5404 ),



¥

10,

11.

12.
13.

14,

Undang-lindang  Nomor 23 Tzhun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tenteng Pemerirtahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5679);Undang-
Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Dacrah-
daerah Tingkat IT di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Peraturan Pemerintah  Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tehun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan dan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Taohun 2007 tentong
Standar Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2007 tenlang Sarana
dan  Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah
Ihtidayah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasa Tsanawiah

dan SMA, SMK/Alia;
Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2010 tentang guru;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 lenlang

Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Presicden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Keinertlerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 6};

. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016

tentang Urusan Pemcerintahan yang menjadi Kewcnangan
Pemerintahh Kabupaten Duton BSebagai Dacrah Otonom
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor

112});

. Peraturan Dzerali Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016

tentang DPembentukan dan  Susunan  Perangkat Daerah
Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Biron
Tahun 2016 Naomor 118);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  BUPATI TENTANG  KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISAS] TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON,

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Paszal 1

Dalam Peraturan Bupalii ini, yang dimaksud dengan :

ol il ol

Daerah adzlah Kabupaten Butor.

Pernerintah Dacrali adalah Pemerintah Kabupaten Buton
Bupati adalah Buparti Buton.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Buton.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton ;

%~

9.

. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Buton
. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Butor.
Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten
Buton.

10. Sekretaris Dinas yang selanjulnya discbut Sekretaris adalah

11.

12

13.

14.

15,
16.

1.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.

Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Buton.

Kepala Bidang adalah Kcepela Bidang pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Buton.

Sub Bagian adalah Sub BRagian pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Buton.

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Buton.
Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.
Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Buton.
Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjuinya discbutl UPTD
adalall unsur pclaksana teknis Dinas DPendidikan Kabupaten
Buton wang melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentil.



18. Kelompok .labatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Kahupzaten Buton.

BAB 1l

KEDUDUKAN

Pasal 2

{1) Dinas Pendidikan adalah wumnsur pelaksana wrusan
pemerintahan bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan
daerah.

(2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukar di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB 11l
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Dinas Pendidikan adalah Dinas Daerah Tipe B.
(2) Dinas Peadidikan sebagaurana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
Kepala Dinas;
Sekretariat:
Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal,
Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
Bidang Pembirnaan Ketenagaan;
UPTD; dan
. Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) bekrctanat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huraf b,
rerdiri atas:
a. Bub Dagian Tata Usaha; dan
b. Sub Bagian Pelaksanaan Tugas Pembantuan
(4) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huraf
c, terdiri atas:
a. Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD & Pendidikan Non
Formal;
b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan
Pendidikan Non Formal; dan
¢. Seksi Peserta didik dan Pembangunan Karakler PAUD &
Pcndidikan Non Formal
(3) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar scbagainana dimaksud
pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar;
b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan

Dasar; dan

‘m oo a0 o



(&)

(7)

(1)

(2)

3)

(4)

(1)

¢ Seks1 Peserta Dinas  dan  Pembangunar  Karakter
Pendidikan Dasar.

Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagatmana dimaksud pada

ayat (2) huruf e, terdiri atas:

a. Seksi Pembinaan Pendidik & Tenaga Kependidikan PAUD
dan PNF;

b. Seksi Pembinaan Pendidik & Tenaga Kependidikan Sckolah
Dasar; dan

c. Scksi Pembinaan Pendidik dan tenaga kependidikan SMP.

Strukiur organisasi Dinas DPondidikan tercantum  dalam

Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Sekretariat sebagaimana dimaksuc dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berzda
dibawah dan bertanggungjewab kepada Kepala Dinas.

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c,
huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh secorang Kepala Bidang
yvang berada dibawah dan bertangpung jawab kepada Kepala
Dinas melalail Sekretaris.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3),
dipimpin aeh searang Kepala Suh Bagian yang herada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {4), ayat {5),
dan ayat (6] dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
masing-masing,

3AB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Urniirnl

Pagal &

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan  urusan  Pemerintahan  yang — menjadi

kewenangan Daerah dan Tugas Pembaniuan yang diberikan

oleh Kepala Dacrah dibidang Pendidikan.

Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat [1) menyelenggarakan fiingsi:

a. perumusan kebijakan sesuai dergan lingkup tugasnya,

b. pelaksanaan kebiakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;



d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan linglkup
tugasnya; dan
e, pelaksanaan fungs: lain vang diberikan oleh Bupali terkait
dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua

Kepala Dmas

Pasal 6

{1) Kepala Dinas mempunyai tugas  memimpin, mengatar,

(2)

merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan
dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan ekais
aclaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama dan
pendidikan non formal sesuai kewenangannva sesual dengan
kewenangannva.

Kepala Dinas dalam melaksenakan tugas scbagaimana

dimasud pada ayat (1) menyelenggarakan fungst:

a.perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Anak
Usia Dini Non Formal dan Informal, Pembmaan Pendidikan
Dasar dan Pembinaan Ketenagaan,

b. peuyelenggaraan wusan pemcerintahan dan pelayanan
umum di bidang DPendidikan pendidikan anak usia dim,
pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama dan
pendidikan non farmal  sesual kewenangannya  serta
pembinaan Ketenagaan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan
Usia Dini, Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah
Menengah Pertama;

d. Pembinaan pelaksanaan dan pelayanan kesekretariatan
Dinas;

e. Pelaksanaan tugas lain yvang diberikan atasan sesual
dengan tugas dan fungsinya; dan

[. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan

Dinas



Bagian Ketiga

=ekretanat

Pasal 7

(1) Sekretariz Dinas mempunyai tugas -

el

h.

menyusun program dan rencana kerja kesekretariatan
berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

mMenyusun rumusan kebijakan administratif
kesekretanatan Dinas;

menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan bahan
rumusan kebijakan teknis operasional di bidang
pendidikan menyclenggarakan — pembinaan dan
penghkoordirasian pengelolaan umum dan kepegawaian;
melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program,
rencana  kerja, pelaporan penvelenggaraan tugas-tugas
Bidang;

. menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian

pengelolaan keuangan;

membua: telagahan slal sebagai bahan perumusan

kebijakan Kesekretariatan;

melaksanakan — evaluasi dan menyusun  laporan

pelaksanaan tugas  sesckreleriatan sebagai bahan

pertanggung jawaban kepada atasan; dan

melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas
pokok dan fungsinya dan melaporkan hasilnya

{2) Schkretaris Dinas dalam melaksanakan tugas scbagaimana
dimaksud padz avat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencansa, program,

kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia
dini, pendicikan dasar, pendidikan nonformal, serta
tugas pembantuan di bidang penaidikan;

b. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan

anak usia dini, pendidiken dasan, pendidikan nonformal;

¢. koordinasi dan pclaksanaan kerja sama di bidang

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
nonformal;

d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di

lingkungan dinas pendidikan;

e. penyusunan bahan rancangan perataran perundang-

undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang
pendidikan analk usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
nontormal;

f. pelaksanaan urusan orgauisasi dan tata laksana di

lingkungan dinas pendidikan;



g- pengelolaan  kepegawailan di lingkungan  dinas
pendidikan;

h. penyvusunan  bahan pelaksanaan urusan  tugas
pembantuan di bidang pendidikan yang meliputi usul
kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik
dan tenaga kependidikan serta pendataan pendidikan
menengah dan pendidikan khusus, fasihtasi pelaksanaan
akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
dan  pendidikan  oonforioal,  fasilitasi pelaksanaan
kegiatan  kesiswaan  pendidikan menengah  dan
pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier
pendidik, penyiapan hahan rekomendasi izin pendinan
dan penutupan satuan pendidikarn anak usia dini kerja
sama, sekoluh dasar kerjn sama, sekolah menengah
pertama kerja sama', dan satuan pendidikan non formal
kerja sama, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;

i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan
hubungan masvarakat di bidang pendidikan anak usia
dini, pendicikan dasar, pendidikan nonformal, dan
kebudayaan;

j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan di bidang pendidikan anak 1sia ding,
pendidikan dasar, pendidikan nonformal;

k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas
pendidikan; dan

l. pelaksanzan urusan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

1

Menyiapkan penyusunan bahan perumusan Kkebijakan,
rencana, program, kegialan, dan anggarai,

Mengelola data dan informasi;

Menyusun bahan pengelolaan keuangan dan barang milik
daerah di bidang pendidikan anak nsia dini, pendidikan dasar,
pendidikan nonformal, dan kebudayaan;

. Melaksanakan wurusan Kketatausanaan, kerumahtanggaan,

organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan
peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum,
pengelolaan kepegaweaian di bidang pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
Melaksanakan xocrdinasi dan penyusunan bahan keija sama,
publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan
kebudayaan;




6. Memantau dan melalkukan evaluasi pelaksanaan rencana,
program, kegiatan, dan anggaran; dan
7. Menyusun laporan Sekretariat dan Dinas..

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Tugas Pembantuan mempunyai
tugas menyelenggarakan urusan usul kenaikan pangkal dan
peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta
pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus,
fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah dan
pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier perdidik.

Bagian Keempat
Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal

Pasal 10

(1) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikenr Nunn Furmoal mempunyal  tugas  pokok
Mclaksanakan penyusunan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidsng pembinsan pendidikan anal
1sia dini dan pendidikan nonformal serta pembinaan pendidik
dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan non formal

(2) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikemn MNon Formal dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
jungsi
a. penyusunarn bahan PETUTTIUSATL dear koourdinasi

pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan earana prasarana, serta peserta didik
dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal;

b. penyusunar.  bahan  perumusan  dan  koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan
tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal;

c. pembinaan pelaksanaan kebijakan di dang kurikulum
dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarand, scrid
peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak
usia dini dan pendidiken nonformal;

d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan
renaga  kependidikan pendidikan anak wusia dim dan
pendidikan nonformal;



L.

- penyusunan  bahan rencana kebutahan pendidik dan

tenaga kependicdiken pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal;

penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik
dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal dalam kabupaten/kota;

penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal
pendidikan nonformal;

pruyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan,
dan penutupan pendidikan anak usia dini dan pendidikan
nonformal;

penyvusinan hahan pembinaan pelaksanaan kurikulum
dan penilaian, kelembagaan dan sarsna prasarana, serta
peserta did 'k dan pembangunan karakter pendidikan anak
usia din: dan pendidikan nonformal;

penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan
nonfcrmal;

pelaksanaan pemantauan dan cvaluasi di bidang
kuriltulum  dan penilaian, kelembagaan dan  savana
prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan
anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan

pelaporan di bidang  kurnkulum  dan  penilaan,
kelembagasn dan sarana prasarana, serta peserta didik
dan pembangunan karakter pendid:kan anak usia dini dan
pendidikan nonformal serta pembinaan pendidik dan
tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal.

Pasal 11

Kepala Seks Kurikuhim dan Penilaian PAUD & Pendikan Non

Formal mempunva: tugas:

a. Meryusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan
kebijakan kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat,
bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

b, Menyusun bahan penetapan Kurikulum muatan lokal dan
kriteria penilaian pendidikan nonformal;

c. Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan
penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karalkter peseria didik pendidikan anak usia dini
dan pendidikan nonformal;

d. Menyusun baban pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat,



prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan
anak usia dini dan pendidikan nonformal: dan

- Menyusun di bidang kurikulum dan penilaian, seria
pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter
peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan
nonformal.

Pasal 12

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD &
Pendidikan Non Formal mempunyai tugas :

.

Menyusun bahan perumusan, koordinasi  pelaksanaan
kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan
anak 1sia dini dan pendidikan nonformal;

Menyusun bahan pembinaan kelembagsan dan sarana
prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan
noenformal;

. Menyusun bahan penyusunen bahan penerbitan izin

pendirian, penatasan, dan penutupan satuan pendidikan anak
usia ditu dan pendidikan nonformal,

Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan
sardnd prasarang peodidikan anak usia dind dan pendidikan
nornformal; dan

Menyusun laporan di bidang kelembagaan dan sarana
prasarana pendidikan anak wusia dini dan pendidikan
nonformal.

Pasal 13

Kepala Scksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakier PAUD &
Pendidikan Non Formal mempunyai tugas:

a.

Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan
kebijakan di bidang pembinaan mineat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia
dini dan pendidikan nonformal;

Menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia
dini dan pendidikan nonformal;

Menyusun bzhan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembingan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan
karakter peserta didik pendidikan anak wusia dini dan
pendidikan nonformal; dan

Menyusun laporan df bidang pembinaan minal, bakal,
prestasi,.  dan pembangunan  karakter pescrta didik
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal



Bagan Kelima

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Pasz] 14

(1) Bidang Pembinaan pendidikan dasar mempunyat tugas
melaksanakan  penyusunan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar
dan sckolah menengah pertama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
| 1} , hidang penadikan dasar menyelanggarakan fungsi.

(2)

d.

penyusunan bahan PETUIMLISET dan koordinusi
pelaksanaan kebijakan di lndang kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah
menengah pertama;

pembinaan pelaksanaan kebijakan di bhidang kurikulum
dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta
peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar
dan seko.ah menengah pertama;

penyusunan bahan penetapan kurikulum mmatan lokal
sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;,

penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan,
dan penutupan sekolah dasar dan sckolah menengah
pertama;

penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah
menengah pertama,

penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah
yvang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota;
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di  bidang
kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan  sarana
prasarang, scrig peserta didik dan pembangunan karakter
sckolah dasar dan sckolah menengah pertama; dan
pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan
dan sarana prasarana, serta peserta didik can
pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah
menengah pertama.



Pasal 15

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar
mempunyai tugas :

a.

Menyusun bahan perumusan, koordinasi peleksanzan
kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan
sekolah menengah pertama;

Menyusun bahan penetapan kurikvlum muatan lokal dan
kriteria penilaian sckolah dasar dan sekolah menengah
pertama;

Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurilkulum dan
penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama:
Menyusun bahan pembinaan bahasa den sastra daerah
yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota;

Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kurikulum dan penilaian sekclah dasar dan  sekolah
menengah pertama; dan

Menyusun laporan d1 bidang kurikulum dan penilaian
sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Pasal 16

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan
Dasar mempunyai tugas:
b

b3

Menyusun bzhan perumusan, koordinas:t pelaksanaan
kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar
dan schkolah meneagah pertama,

Menyusun bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan
prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
Menyusun hahan penerhitan izin pendirian, penataan, dan
penutupen sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
dan

Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaean,
sarana, dan prasarana sckolah dasar dan sekolah menengah
pertama;

Menyusun laporan 1 bidang kelembagaan dan sarana
prasarana sckolah dasar dan sekolah menengah perlama.

Pasal 17

Kepala Seksi Peserta Didik dan pembangunan Karakter Pendidikan
Dasar mempunyai tugas:

i B

Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksandan
kebijakan di bidang pembinaan mmat, bakal, prestasi, dan
pcmbangunan karakicr peserta didik selolah dasar dan
sekolah menengah pertama;

Menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan
sekolah menengah pertama;



3. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelzksanaan
pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan larakter
peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
dan

4. Menyusun laporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi,
dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan
sekolah menengah pertama.

Bagian Kccnam

Bidang Pembinaan Ketenagaan
Pasal 13

(1) Kepala Bidang  Pembinaan Ketenagaan mempurnyai tugas
Melaksanakan penvusunan bahan perumusan dan pelaksanann
kedijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan anak usia dini. sekolah dasar, sekolah menengah pertama,
dan pendidikan nonformal

(2) Kepals Bidang Pembinaan Ketenagaan dalam melalksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menvelenggarakan
fungsi:

a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis pembinaan
kelenagaarn;

b. penyusunan bahan perumusan dan koordinas: pelaksanaan
kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikar pendidikan anak usia dini, sekolah dasar,
sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;

¢. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik
dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini,
sckolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan
nonformal,;

d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar,
sekolah menengah pertama, dan pendidikain noniformal,

e. penyusunan bahan pcembinaan  pendidik dan  tenaga
kependidikar pendidikan anak usia dini, sekolah dasar,
sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;

f. penyusunan bahan rekomendsasi pemindahan pendidik dan
tenaga kependidikan dalam kabupaten/kota;

g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan
anak usia dini, sckolah dasar, sekolah menengzh pertama,
c¢an pendidikan nontormal; dan

h. pelapcran di bidang pembinaan peodidik dan tenaga
kependidikan pcndidikan anak usia dini, sekolah dasar,
selolah menenpgak pertama, dan pendidikan nonformal,

serta



Pazal 149

Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan tenaga kependidikan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal
mempunyal tugas:

1. Menyusun bahan perumusan, kcordinasi pelaksanaan
kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan ansk usia dini dan pendidikan nonformal;

2. Menyvusun bahan rencana  kebutuhan, rekomendasi

pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan

anak usia dini dan pendidikan nonformal;

Mconyusun  bahan  pcmbinaan  pendidik dan tenaga

kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan

annformal;

(%)

4. Menyusun bahar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembinaan pendidik dan tenaga keperdidikan pendidikan
anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan

5. Menyusun laporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan
nonlormal.

Pasal 20

Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sekolah Dasar mempunyai tugas:

1. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan
kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
sckolah dasar:

2. Menyusun bahan  rencana  kebutuhan, rckomendasi
pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;

3. Meryusun bsghan pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan sekolah dasar,

4. Menyusun bakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;

dun

o

Mernyusun leporan di bidang pecmbinaan pendicik dan tenaga
kependidilzan sekolah dasar

Pasal 21

Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sekolan Menengah Pertama mempunyai tugas:

1. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan
kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
sckolah Menengah Pertama ;

2. Menyusun  bahan  rencana  kebutuhan, rekomendasi
pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sckolah

Menengah Pertama ;



3. Menyusun bszhan  pembinaan  pendidik dan  tenaga
kependidikan sekolah Menengah Pertama:

4, Menyvusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah

Menengah Pertama; dan

Menyusun laporan di bidarg pembinaan pendidik dan tenaga

kependidikan sckolah Menengah Pertama.

ohn

BABV

TATA KERJIA
Tasal 22

Setiap unsur di  lingkungan Dinas  Pendidikan  dalam
mclaksanakan tugas dan fungsi harus mencrapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam linglungan
Dinas Pendidikan sendiri, maupun dalam huhingan antar Dinas
Pendidikan dengan perangkat daecrah dan/atzu lembaga lain yang
terkait.

Pasal 23

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin
dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian
tuagas yang telah ditctapkan.

{(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimara dimaksud pada ayat
(1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan dengan penuh
ranggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, seliep pimpinan unit organisasi
harus melakukan pembinaan dan pengawasan lethadap unit

organisasi dibawahnya.
Paszal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap
pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dapat mendelegasikan
kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAR VIII

KETENTUN LAIN-LAIN

Pasal 29

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan  vang
oerlaku.

Pasal 30

(1) Dilingkungan Dinas Pendidikan dapat dibentuk UPTD sesuai
dengan kebutuhen dan besarnya beban kerja berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimena
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati
tersendiri.

Pasal 31

Dilingkungan Dinas Pendidikan dapat dibentuk Kelompok
Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Fasal 32

Pelaksanaan tugas pokok dan fungst scbagaimana diatur dalam
Perzturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017

Passl 33

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD yang
sudah dibentuk tetap melaksanakan (ugas dan fungsinya
sampal dengan ditetapkannya Peramuran Bupati tentang
pembentukan UPTD yvang baru.



BARB VI

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHEENTIAN

(1)
(2)
(3)
(4)

{3

(1)

12)

Bagan Kesatu

Eselon
Pasal 26

Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon Il.b atau
jabatan pimnpinan Linggl pratama.

Selretaris Dinas mcrupakan jabatan struktural esclon 1la
atau jabstan administrator,

Kepala Bidang merupakan jahatan struktural eselon 1II.b atau
jabatan administrator,

Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan
struktural eselon V.4 atau jabatan pengawas.

Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau
jabatan pengawas.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Femberhentian
Paszl 27

Xepala Dinas, Sekrezaris Dinas, Kepala Bicang, Kepala Sub
Sagian, Kepala 3eks:, Kepala UPTD, dan Pe¢jabat Fungsional
dianplat dan diberhientikan vleh Bupati.

Pengangkatan dan pemberhentian  schagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAE VII

PEMBIAYAAN

Pa=zgl] 28

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan
fungsi dilingkungan Dinas Pendidikan dibebanksn pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selain Liaya yang Lersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Bclanja Daerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas
Pendidikan dspat diberikan bantuan pembiayaan sesuai
ketentilan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



(2) Pembentukan UPTD sehagaimana dimakasud pada ayal (1)
dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya

Peraturan Bupali ini.

BAB X
PENUTUP

FPasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

Peraturan Rupati Buton Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Keduduken, Tugas Pokuk, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Pendidikan Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupali ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kebupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo

PARAF pada tanggal 12 Oktober 2016
Sk e
P o LIPATT BLITON,
kobee  Qandiriver —
oy -
Koo, - Cteeg Jf SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN




[2) Pembentukan UPTD sehagaimana dimakasud pada ayual (1)
dilakukan paling lama 6 (cnam) bulan sejak diundangkannya

Peraturan Bugpsali ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berla ki,

Peraturan Bupati Buton Nomor 30 Tahun 2013 (entang
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Pendidikan Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidsk
berlaku,

Pasal 35

Peraturan Bupati inl mulai berlaku pada tanggal ditelapkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Darrah

Kabupaten Butor.

Ditetapkan di Pasarwajo

L pada tanggal 13 Oktober 2016
Ve,
Kede  CenpBieen BUPATI RUTON,
s * Cap/ Ttd
Woeoy, - Oypeg, JC
SAMSU UMAR ARDUL SAMIUN

Diundangkan di P a
Pada langgal 14 O=Treei. 2016
[lt. SEKRETARIS DABRAH KABUFATEN BUTON,

KASI'M, SH
Pembina Utama Muds, 1V/c

Nip. 19580101 198%03 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR .15
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